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Salah satu tokoh publik yang memiliki perhatian terhadap ide demokrasi adalah Abdurrahman Wahid.
Selainituiajugadikenal sebagai pemimpin organisasi. Tentu menjadi pertanyaan, sebagai pemimpin,
apakah dia menunjukkan konsistensi antara pemikiran demokrasi yang dianutnya dengan perilaku politik
individual yang dilakukannya? Pertanyaan lain, apakah diatergolong pemimpin demokratis, atau justru
sebaliknya pemimpin yang otoriter? Inilah pertanyaan kunci yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis
ini.

Untuk menjawab pertanyaan ini dibuatlah kerangka berpikir tertentu. Pertama, yang dimaksud perilaku
politik Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin organisasi dibatasi pads tindakan politik berupa pengambilan
keputusan tentang masal ah-masal ah penting dan strategis. Disebut penting dan strategis karena keputusan
tersebut dapat mempengaruhi upaya-upaya pencapaian visi dan misi organisasi, platform dan program
organisasi, juga mempengaruhi kinerja organisasi.

Pada sisi lain keputusan tersebut mempunyai dampak politis yang cukup besar, baik bagi posisi
Abdurrahman Wahid sendiri maupun bagi organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk menilai
kepemimpinan Wahid tersebut dipilih beberapa kasus yang relevan selama dia menjadi pemimpin, baik di
NU, PKB maupun pemerintahan. Ada tujuh kasus yang menjadi bahan analisis. Kasus tersebut adalah
penetapan khittah NU tahun 1984, pengisian lowongan jabatan di PBNU tahun 1992, perseteruan dengan
Abu Hasan tahun 1994, pengangkatan Matori Abdul Djalil sebagai ketua umum DPP PKB tahun 1998,
bongkar pasang kabinet di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, pemberhentian Surojo Bimantoro sebagai
kapolri tahun 2001 serta keluarnya Dekrit Presiden 22 Juli 2001. Ketiga, untuk menilai perilaku politik
Wahid dalam konteks pengambilan keputusan tersebut digunakan sudut pandang nilai-nilai demokrasi.
Karenaitu, elaborasi kerangka konseptual dan teoritis diambil dari teori-teori dasar tentang demokrasi.
Untuk menetapkan parameter perilaku, maka dilakukan elaborasi terhadap pendekatan perilaku politik yang
biasa digunakan dalam ilmu politik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian jenisini bertujuan menyingkap informasi
yang terperinci tentang gejala politik tertentu. Dalam penelitian ini ggjala politik dimaksud adalah
pengambilan keputusan tentang masal ah-masalah penting dan strategis yang dilakukan oleh tokoh yang
diteliti. Unit analisanya adal ah individu, yakni Abdurrahman Wahid. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-
analitis. Walau unsur subyektivitas peneliti tak mungkin dihilangkan sepenuhnya, sebuah deskripsi adalah
representasi obyektif dari fenomenayang diteliti. Analisa dan interpretasi data menjadi unsur penting dalam
penelitian ini. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni pengamatan tak langsung, wawancara dan studi
kepustakaan.
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Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu proses penalaran
dari khusus ke umum. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan dari beberapa kasus yang diteliti.
Generalisas dilakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai demokrasi sebagai instrumen pengukurnya.

Dengan sudut pandang nilai-nilai demokrasi, basil penelitian menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid
sebagal pemimpin organisas cenderung bertindak otoriter dalam mengambil keputusan. Kecenderungan
otoriter ini nampak lebih jelas lagi bila berkaitan dengan pemberhentian, penggantian dan pengangkatan
orang dalam suatu jabatan tertentu.

Pada awalnya, diaitu demokratis sebagaimanaterlihat dalam kasus penetapan khittah NU tahun 1984 dan
,kasus pengisian lowongan jabatan di PBNU tahun 1992. Namun dalam perkembangan berikutnya, seiring
dengan menguatnya posisi dan peran dia, kecenderungan otoriter mulai nampak.

Ini berarti Wahid tidak menunjukkan konsistensi antara pemikiran demokrasi yang dianutnya dengan
tindakan politik individual yang dilakukannya. Namun demikian, penelitian ini memperlihatkan pulavis
lain, bahwa dalam hal kebebasan, Wahid masih konsisten untuk menjaganya. Betapapun dia cenderung
otoriter dalam lima kasus yang diteliti, Namun diatak pernah mengurangi kadar kebebasan pihak lain. Dia
tak pernah melarang apalagi membungkam pikiran dan pendapat orang, sekalipun itu berbeda dengan
pikirannya.

Begitulah, kesimpulan ini hanya berlaku untuk kasus-kasus pengambilan keputusan yang dimaksud dalam
penelitian ini. Namun demikian, satu hal bisa diambil generalisasi, sejauh keputusan itu menyangkut
pemberhentian, penggantian dan pengangkatan orang dalam suatu jabatan tertentu, maka kesimpulan
penelitian ini kemungkinan besar tak akan bertentangan bila diterapkan pada kasus lain di luar kasus-kasus
yang diteliti di sini.



